
Nomori

LEWIB… DAEШ
KABUPATEN LANG“

'l-ahun : SERI: NO:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR:  θZI ■hOИ  ユο:■・

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKI「OR
PttRDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAtt TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT′

Menimbang  : a.bahwa dalam ranglKa pelakanaan pemungutan Pttak Bumi dan
3angunan Perdesaan dan Perkotaan sesual Undang… Undang  Nomor
28 Tahun 2009 tentang Paak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
diatur dengan Peraturaハ  Daerah sebagairnana dirllaksud Pasa1 95
ayat(1) .

b. bahwa berdattrkan pertirnbangOn sebagairrlana dirllaksud pada huruf

a diatas′   perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
tentang Pttak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat  :   1.undang… undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah C)tono「l Kabupaten‐Kabupaten dalarll Lingkungan Propinsi
Sumatera utara(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58′ Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092〉

2.Undang― undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(lembaran  Negara  Republlk lndonesia tahun  1981  nomor 76′
tambahan lembaran Negara republik lndonesia nomor 3029),

3. Undang‐Undang Nomor  19 丁ahun 1997 tentang Penagihan Pttak
dengan surat Pak逍 (Lembaran Negara Republik lndonesia ttahun
1997 Nomor 42′  丁ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3686),

4.Undang‐ uildang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembattn Neg3ra ttahun 2004 Nomor 125′ 丁ambahan Lembaran
Negara Nomor∠И37)sebagaimana telah diubah dua kan terakhir
dengan undang¨ undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59′ Tambahan Lembaran Negara Nomor 484・ 4),

5. Undang― Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pttak Daerah dan
Retパbusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130′
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Thn 2011 Nomor 82:
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5a32 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukoia Kabupaten Daerah Tngkat II Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dan Wilayah Kabupaten Dati II
Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t9B2
Nomor 9);

B. Feratui'an Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati Ii Langkat dan
Kabupaten Dati II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3323);

9. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a57B);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Ll"Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nornor LL9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s161);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak
Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati Atau dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

13. Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

14. Peraturan l'lenteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 12010 tentang Badan
atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Trdak Dikenakan pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan crganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24
tambahan lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);

16. Peratirran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang
urusan Penrerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);



ユ
淵嚇野撤機胤識帥濶i

Dengan Persetttuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPAT=LANGKAT

MEML「FUSKAN l

Menetapkan : PERATURAN DAERAH   TENTANC  PAJAK  BUMI
BANCUNAN SEK「OR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah acialah Kabupaten t.angkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

5. Dinas Fendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yanE melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politi( atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya tertnasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



10. Bumi adarah permukaan bumi yang meliputi Tanah dan perairan pedalaman sefta

Laut WilaYah KabuPaten'

11. Bangunan adalah kontrurcsi teknik yang ditanam atau d*ekat,<an secara tetap pada

tanalr Oan/atalr-peiuitun Pecialaman dan / atau Laut'

LZ. laran Tor adarah merupakan sarana transportasi yang dapat mempermudah

penggunaannya untuk sampai Ci i"rput tujuan Olngun'ttpit, kut"na nama lain dari

jalan tol aoara'n:aian bebas hambatan yang dikomersilkan'

13. Kolam Renang adalah suatu kontruKi buatan yang dirancang.untuk diisi dengan air

dan digunaka-n untuk berenang, menyelam, atau aKivitas air lainnya'

L4. Pagar Mewah adalah struktur tegak yang dirancang untu[ lemlafsi atau mencegah

gerakan melintasi batas yung-iinuitoiu, dibang-un dari batu-batu besar dan kaki

palung ,ung;i oung.t' ubrn, pipa dan pagar dari besi tempa yang mewah'

15. Tempat orah Raga adarah ternpat aKivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak

hanya secara jasmani tetapijuga rohani'

16. Galangan Kapal adalah sebuah tempat baik didarat atau diperairan yang nantinya

akan diguni*n untuk melakukan proses pembangunan kapal ataupun proses

perbaikan (repair) dan perawatan (maintainance)'

L7. Taman Mewah adaiali aspek penyeimbang agar penampilan rumah menjadi

seimbang dalam kondisinya taman dapat meningkatkan keindahan"

18.

19.

20.

Tempat Penampun gan I Kilang Minyak, Pipa Minyak, Air dan Gas adalah tempat
pabrif/ fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum

yang blsa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku

bagi industri petrokimia.

Menarc adalah sebuah strurKur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya,
fujuan utama pembangunan menam adalah untuk memelihara ruang dan tanah.

Pajak Bumi dan BanEunan adalah Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang
dipungut atas pernilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan Br:mi dan atau
Bangunan oleh orang Pribadi atau Badan.

Pajak Bumi dan Bangunan seKor Perdesaan adalah Objek PBB yang berada dalam
suatu wilayah yang melniiiki ciri-ciri Perdesaan, sepefti : sawah, ladang, empang
tradisional, dan lain-lain.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan adalah Objek PBB dalam suatu wilayah
yang memiliki ciri-ciri daerah perkotaan, seperti : Pemukiman penduduk yang
memiliki fasilitas perkotaan, real estate, kompleks peftokoan, Industri,
perdagangan, dan lain'lain.

Pajak Butni dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut
PBB.P2 adalah objek PBB yang meliputi kawasan pertanian, perladangan,
perumahan, perkantoran/ pertokoan, Industri serta objek khusus perkotaan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Nilai lual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaski -iual beli yang terjadi secara wajar, dan bitamana tidak
terdapat transaksi jual beli ditentuan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis atau Nilai Peroiehan Baru, atau Nilailual Objek Pajak Pengganfi.

21.

22.

23.

24.



25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang

digunakan oleh wajitr pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan

Peraturan Daerah ini.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disebut SPPT adalah Surat yang

digunakan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk untuk memberitahukan besarnya
pajak terutang kepada wajib pajak.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk untuk membetulkan

28.

kesalahan tulis′ kes―alahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pen9enaan Peraturan
Daerah Pttak Bumi dan Bangunan dalam hal Surat Pembetttahuan Pttak Terhutang.

Surat KOtetapan Kurang BayarF  Surat Ketetapan PBB Kurang  Bayar ttambahan′
Surat Ketebpan PBB Lebih Bayar′ Surat Ketetapan PBB Nihil′ atau Surat ttagihan

PBB.

Surat Keputusan Kebe蔵 〕tan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan PBB′ Surat Kё ttbpan PBB′ Surat Ketetapan PBB Kurang Bayar′ Surat

Surat Ketetapan PBB Kurar19 Bayar Tambahan′  Surat KOtetapan PBB Lebih Bayar′
abu Surat Ketetapan PB3 Nihil yang dittukan Oleh Waib Pttak.

Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pttak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yan9 dittukan Oleh waiib Paak.

Masa Pttak adabh jangka waktu l(satu)buhn kaに nder atau jangka waktu bin yang
diatur dengan Peraturan Bυ :翅暫pa‖ng lama 6(enam)bulan kalende■ yang mettadi
dasar bagi Wttib Pttak untuk menghtung′ menyetoし dan melaporkan paak yang
terutang.

Tahun Pttak adabhjangb wattu yang hmanya l(satu)tahun kattnder′ kecualし Ыb
Wttib Pttak menggunakan tahun buku yang udak sama dengan tahun kalender.

Pttak yang terutang adalah pttak yang harus oibayar pada suatu saat dalam Masa

Pttatt dalam Tahun PttakF atau dalam Bagian Tahun Pttak Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang― undangan perpttakan daerah.

Surat Setoran Pttak Daerah′  yang selattutnya digngkat SSPD′  adalah bukti
pembayaran ataり penyetoran pttak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telan dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang dttuttuk。 leh Bupau.

Sumt Ketetapan Pttak Daemh′ yang selattutnya disingkat SKPD′ adalah surat
ketetapan pttak yang menentukan besamya jumlah pokok paak yang terutang“

Surat Ketetapan Pttak Daerah Lebih BayaL yang selattutnya digngkat SKPDLB′
adalah surat ketetapan pttak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pttak
karena jumlah kred" pttak lebih besar datt pada paak yang terutang abu
seharusnya tidak tertltang.

Surat Tagihan Pttak Daerah′ yang selattutnya diSingkat bl PD′  adalah surat untuk
melakukan tagihan paak dan/atau sanksi adnlinistrauf berupa bunga dan/atau.

Pemunguan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da“ penghimpunan da愴 o切ek
dan suttek pttak′ penentuan besamya pttak yang terutang sampa keghtan
penagihannya kepadaいた」ib Paak se‖哺pengawasan penyetorannya.

29.

36.

26.

30.

31.

32.

33.

34:

35.

37.



BAB II
i\tAMA, OBIEK DAN SUBIEK PAIAK

Pasal 2

(t) Dengan Nama Pajak Burni dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak

atas hak/kepennllikan, atau yang memperoleh manfaat, atau menguasai atas

Tanah dan atau Bangunan"

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiiiki, dil<uasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

(3) Tennasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,
pabrik, dan emplasemennya, yong merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut.
Jalan tol ;
Kolam renang ;

Pagar mewah ;
Tempat olahraga ;
Galangan kapal, derrnaga ;
Taman mewah ;
Tempat penampungan I kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ; dan
Menara ;

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan ;
b. digunakan semata - mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, ytsn9 tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan ;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu ;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh pennakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan
timbal balik; dan

f, digunakan oleh badan atau penruakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Barrgunan.
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(2) Wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau

memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III

DttAR PENGENAAN DAN CARA PENGHI~「UNGAN PNAK

Pasa1 4

(1) DaSar pengenaan Pttak Bumi dan 3angunan Perdesaan dan Perkotaan adalah N」 OP.

(2)Bρttrnya N]OP sebagamana dmaksud pada ayat(1)ditetapkan seuap 3(uga)
tahun′ kecuali untuk obiek pttak tetentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkeFnbangan wilayahnya.

(3)Penetapan besamya N」 OP sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan oleh
Bupati.

BAB IV

NILAI 」UAL OBJEK PAJAK]旺 DAK KENA PAJAK

Pasa1 5

Besarnya Nilai 」ua1 0ttek Pajak ttdak Kena Paak dttetapkan sebesar Rp.lo,ooo.o00′ 00
(Sepuluh juta rupiah)untuk seuap Waib Pttak.

BAB V

TARIF
pasal 6

(1) Nilai Jual Objek Pajak (NIOP) Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan dibawahr Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tarifnya ditetapkan sebesar 0,L o/o ( nol koma
satu persen);

(2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Pedesaan & Ferkotaan diatas- Rp.1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah) tarifnya ditetapkan sebesar A,2o/o ( nol koma
dua persen);



Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dikurangi Nilai lual
Objek PajakndakKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V]

MASA PA]AK

Pasal B

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun katender.

(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUIAN

Pasal 9

Pajak terutang objek pBB perdesaan dan perkotaan adalahwilayah Kabupaten Langkat.
yang berada dalam

BAB VIII

PENDATMN, SUMT PEMBERITAHI,JAN OBJEK PAJAK, SUMT PEMBERIIAHUAN PA]AK
TERUTAI\IG DAN SUMT KE-TETAPAN PA]AK

Pasal 10

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Formulir spop.
(2) Dalam r-angka penrJataan, Subjek Pajak mendapatkan objek pajaknya dengan

mengisiSPOP.
(3) SPoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jetas, benar, danlengkap serta ditandatangani oleh _subjek pajak atau kuasanya dan'disampaikankepada Bupati melalui Dlnas eenOapatan Daerah, selimbat lambatnya30 (tiga puluh) hari kerya setelah tanggal diterimanya SpOp oleh Subjek pajak.
(4) Pelaksanaan dan tata cara pendataan.objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dan ayar (3) drarur rebih ranjut oreh pera[uran aupitl.

!



Pasal 11

(1) Berdasarkan isian SPOP, Bupati atau Pejabat yang dihunjuk menerbitkan SPPT.

(2) Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal - hal sebagai berikut :

a. SpOp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tidak

disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau

Pelabat sebagaimana yang ditentukan dalam SuratTeguran-

b. Berdasarkan hasii perneriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang

terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang

disarnpaikan oleh Wajib Pajak.

(3) BentuK isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Feraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYAMN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Pembayaran dan penyetoran PBB Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dilakukan
di Kas Daerah atau ternpat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.

(2) Pembayaran Pajak Terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk Bupati.

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat tain, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah paiirrg lama 7 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Bupati.

(4) Tata Cara Pembayaran diatur iebih lanjut dengan Peraturan Bupati Langkat.

- Pasal 13

. (1) Pemungutan Pajak cjilarang diborongkan.

'" (2) Wajib Pajak wajib mernbayar pajak terutang berdasarkan SPPT.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalarn tahun berjalanlidak atau kurang dibayar.
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
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(2) SKPD / SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar Zo/a (dua persen) sebulan dan

ditagih melalui STPD.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati berpedoman

kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang Udak atau kumng dibayar oleh
Wajib Pajak pada waKunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB Ⅸ

KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PROSES KF「ETAPAN

Pasa1 16

(1)Bupau melimpahkan wewenang penaglhan kepada Camat dan Kepala Desa/1urah
secara hierarki.

(2)Dalam hal penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berk00rdinasi dengan
Dinas Pendapatan Daerah.

(3)Penagihan PBB sebagairnan3 dimaksud pada ayat(1)termasuk penyampalan
SPOP′ Penyerahan SPPT dan pemunguね nnya`

Pasal tr7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penagihan diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X

KEBERATAN′  DAN PENGURANGAN
Pasa1 18

(1) Wttib Pttak dapat mengttukan keberatan kepada Bupau atas I
 ヽ           ao SPPT,

b. SKPD:
c. SKPDKB,
d. SKPDKBT,

1'           ct SKPDLB′

(2) Keberatan dttukan Secara tettulb dabm bahasa lndonega dengan
mengemukakan jumiah pajak yang terutang menurut perhtungan Wttib Pttak
dengan disetti alasan― alasan yang jelas,
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(3) Keberataan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak
tanggal diterimanya sulrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh wajib
paiaK
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wak[u itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang tetah disetujui wajib pajak.

(5) Tanda Terima Surat Keh.rerafan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui Pos tercatat,
merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan untuk kepentingan wajib
pajak.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara terhrlis hal - hal
yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(7) Keberatan yang tidak rnemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), (3) dan (a) fidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat
dipeftimbangkan.

(B) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggat Surat
Keberatan diterima, harus mernberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelurn sunat keputusan diterbitlcn, Wajib Pajak dapat menfarnpaikan alasan
brnbahan atau penjelasan teftulis lainnya.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau
sebaglan, menolak, atau menambah besarnya ;'umlah pajak yang terutang.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana
dimaksud pada Pasal tr 1 ayat (2) huruf b, wajib pajak yang bersangkutan harus
dapat membuKikan ketida kbenaran ketetapan pajak tersebut. 

-

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaKud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diter.ima.

Pasa1 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak terutang disebabkan antara lain :
a. lGrena kondisi terLentu qbjgt< pajak yang ada hubungannnya dengan subjek

pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.

b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(2) Tgta cara pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.



う
´

Pasal 21

Atas Permintaan wajib pajak, Bupati dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-

hal tertentu, dengan pertimbangan yang cukup objeKif.

(1)

(2)

BAB XI

BANDING

Pasa1 22

Walib Paak dapat mengajukan perrllohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pttak terhadap keputusan mengenal keberatan yang d■ etapkan oleh Bupau.

Pelπ、ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaukan secara tertulis dalam
Bahasa lndonesia dengan disertal alasan― alasan yang jelas dalam jangka waktu
paling lama 3(uga)bulan′  seiak tanggal ditettma keputusan banding dan
dilampiri salinan surat koputusan tersebut.

Pengttuan permOhonan banding menangguhkan kewttiban membayar pttak
sampal den9an l(s‐atu)bulan seiak tan99al penerbitan putusan banding.

Pasa1 23

Apabila pengaJuan keberatan atau perrllohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya′   kelebihan penlbayaran pttak atas junllah yang telah dibayarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat(4)dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk jangka waktu paling lama
24(dua puluh empaつ bulan.

Imbalan bunga sebagairrlana dimaksud pada ayat(1)dihtung seiak bulan
pelunasan sampai dengar、 diterbitkannya SKPDLB.

Dahm hal keberatan Waib Pttak ditOlak atau dikabulkan sebagbn′ wttib Pttak
dikenai sanksi administrauf berupa denda sebesar 50%oima pduh persen)dan
jumlah paak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pttak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dabm hal Waib Pttak rVlengaukan permohonan banding′ sanksi administrauf
berupa denda sebesar 509も (lima puluh persen)Sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)tidak dikenakan.

Dalam hal perrTlohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian′ Waib Paak
dikenakan sanにi adlnini史陶uf berupa denda sebesar loO° /0(Seratus persen)dan
jumlah paak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran paak
1/ang tebh dbayar sebdum mengttukan keberatan.

(3)

(1)

(4・ )

つ
乙
′
１
ヽ

(3)

ヽ

ノ
５′Ｉ
ヽ



BAB X==

PEMBttTULAN′ PEMBATAは N′

Pasa1 24

(1)施S permOhonan Wttib Paak atau、 karena jabatannya′ Bupau dapat membetulkan
SPPT′ atau 5「PD′ ataLI SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis

dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekenruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang― undangan perpa」 akan Daerah.

(2)  Bupati dapat:
a口  Mengurangkan atau nlenghapuskan sanksi adnlinistratif berupa bunga′  denda′
dan kenalkan pttak yang terutang menurut peraturan perundang―undangan
perpaiakan daerah′  dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan WaJb
Pttak atau bulen karena kesalahannyal dan

b. Plengurangkan atau membatalkan SPPT′ atau STPD′  atau SKPDLB yang tidak
benar.

(3) Ketentuan lebih bttut mengenai pembetulan dan pembatalan ketetapan paak
sebagaimana dimattud pada ayat(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupau.

BAB XIII

PENGEMBALTAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaKud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
pajak dianggap dikabulkan cjan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
tedebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar Za/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajalq untuk jangka waKu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.

,
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Pasa1 26

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriKaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa waiib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokurnen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang
terutang,

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriKaan, dan/atau

c. Memberikan keterangarl yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara
jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan paja( kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajalq kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalarn hat diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

t4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Pajak dan belum rnelunasinya kepada pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.



Pasal 28

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih tagi karena hak untuk metakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS
Pasal 29

(1) Setiap Pejabat dilarang mernberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk rnenjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dinial<sud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

' (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli datam

b. 
i+3d;tflffit1rrr.,lr,' 

vans memberikan keteransan kepada pihak rain yans

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati benruenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan buKi teltulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
. permintaan hakim sesuai ciengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara perdata,

Bupati dapat memberi izin teftulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana^ dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud fada ayat 1i;, Uutcti
teftulis dan keterangan Wajib pajak yang ada padanya.

" (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta tersebut.



16

BAB X/I
KEI{/A]IBAN BAGI PE]ABAT

Pasal 30

(1) Pejabat yang karena jabatannya atau tugas pekerjaannya yang berkaitan langsung
dengan objek pajak, wajib :

a. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan
keadaan objek pajak.

b. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Bupatt atau pejabat
yang dihunjuk menangan! PBB.

(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak.

(3) Pejabat sebagainrana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain : Camat
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat
Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Pejabat Dinas
Pekeriaan Umum, Pelabat Badan Pengelola Perizinan dan Pejabat terkait
lainnya.

(4) Dalam hal pejabat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh
kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu
ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan
Daerah tentang Pajak Bumi Bangunan ini.

(5) Tata Cara penyampaian Laporan dan Permintaan Keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 31

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29,
dikenakan sanKi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

BAB XVII

iNSENTIF PEMUNGUIAN

Pasal 32

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian Insentif diiaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan sefta karateristik
dan kondisi objektif daerah.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melatui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)
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berpedornan kepada peraturan perun(

BAB X/I[

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tetentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaliukan penyidikan tindak pidana

dibidang Perpaiakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor

08 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana'

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (t) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterelngan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas'

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut.

c. Menerima keterangan dan bahan buKi dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

d. i'lemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buKi pembukuan,,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan buKi tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

g. Menyuruh berhenti, rnelarang seseorang meninggatkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.

i. Ivlemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan cjaerah menurut hukum yang dapat
di pedangg ungjawa hrka n "

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
penyidit(, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor B
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

‘
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

(1) Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini, berlaku
ketentuan Umum Perpajakan Undang Undang Nomor 6 Tahun L983 sebagaimana
telah diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Femerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008
tenhng Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

KetentUan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Norngr 4999); dan Und.ang Undang Nomor

19 Tahun LggT sebagaimani telah diubah dengan undang-undang Nomor

19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 129 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 39987 );
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

peraturan pelalaanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak l Januari 20L4.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatnya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan

pada tanggal 鋤摯
ｄｉ
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